
Menim bang 

Mengingat 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR 6 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN 
DAN PEMBUDI DAYA lKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan m akmur 
serta untuk mem enuhi hak dan kewajiban dasa r warga 
Negara, termasuk ne1ayan dan Pembudi Daya Ikan, 
Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindu n gan dan 
Pem berdayaan Ne1ayan dan Pembudi Daya Ikan secara 
terencana, terarah, dan berkelanjutan; 

b. bahwa di Kabupaten Tasikmalaya ne1ayan dan Pembudi 
Daya Ikan m empunyai peranan yang penting dan strategis 
dalam pembangunan perekonomian, terutama dalam 
meningkatkan taraf hidup ne1ayan dan Pembu di Daya Ikan 
dengan tetap m emelihara lingkungan, keles ta rian, dan 
ketersediaan sumber daya ikan ; 

c. bahwa u ntu k menjamin kepastian hukum dan keadilan, 
guna peningkatan taraf h idup dan kesejahteraan 
masyarakat yang terkait dengan u saha perikanan, 
diperlukan pen ga turan perlindu nga n ba gi Ne1ayan dan 
Pembudi Daya Ikan; 

d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , h uruf b , dan huruf c , perlu menetapkan 
Pera turan Daerah ten tang Perlindungan dan Pemberdayaan 
Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan ~­
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 ten tang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lem baran Negara Repu blik Indonesia Nomor 
6757); 

4 . Undang-Un dang Nomor 7 Tahu n 2016 tentang 
Perlindungan dan Pemberdaya an Nelayan, Pem budi daya 
ikan, dan Petambak Garam sebagaimana tela h diubah 
dengan Undang-Un dang Nomor 11 Tahun 2020 te tang 
Cipta KeIja (Lem baran Negara Republik Indon esia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Re ublik 
Indonesia Nomor 6 573); 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 
2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana 
dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembara n Negara 

publik Indonesia Tahu n 2021 Nomor 2 15); 
6 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

7 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerin tahan yan g menjadi 
Kewenanga n Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita 
Daerah Kabu paten Tasikmalaya Tahun 20 16 Nom or 3); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menetapkan 

dan 

BUPATI TASIKMALAYA 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUNDUNGAN DAN 
PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u nsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan u rusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3 . Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
4. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat . 
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5. Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus 
hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 

7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan 
dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari 
praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan 
pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 

8. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan den gan sistem bisnis 
perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduk si, pengolahan, 
dan pema saran. 

9. Per indu ngan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala u paya untuk 
em bantu Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam mengh adapi 

e asalahan kesu litan me1akukan u saha perikanan. 
10. m erdayaan Nelayan dan Pembu di Daya Ikan adalah segala u paya u ntuk 

m n i gkatkan kemampuan Ne1aya n dan Pembudi Daya Ikan untuk 
melak sanakan usaha perikanan ya n g lebih baik. 

11. Nelay n adalah adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan 
pe angkapanikan. 

12. Nelayan Ked l adalah Orang yang mata pencaharian nya m elakukan 
penangka an ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang 
me ggu akan kapal penangka p Ikan maupun yang tidak men ggunakan 
kapal en angkap. 

13. Nel yan radis ·onal adalah Ne1ayan yang m elakukan penangkapa n ikan di 
per ir yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah 
dim faatkan secara tu run-temurun sesuai dengan budaya da n kearifan 
lokal. 

14. Nelay Bu h adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut 
sert da lam usaha penangkapan ika n . 

15. Kapal perikanan adalah kapal perahu , atau a lat apun g lain ya yang 
digu akan untuk me1akukan penangkapan ika n , mendukung operasi 
penan ka pan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ika n , pengolahan 
ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/ eksplorasi perikanan. 

16. Penangka pan I an adalah kegiatan untuk mem peroleh ikan di perairan yang 
tidak dalam keadaan d ibudidayakan dengan ala t dan cara yang 
mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, tennasu k kegiatan yang 
menggunakan kapal u n tu k memuat, mengangkut, menyimpan, 
mendinginkan, m enangani, mengolah dan/ atau mengawetkannya. 

17. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya 
melakukan pembudi daya ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. 

18. Pembudi Daya Ikan Kedl adalah pembudidaya perikanan yang melakukan 
pembudidaya ikan untuk memenuh i kebutuhan hidup sehari-hari. 

19. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, 
dan/ atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang 
terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, 
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau 
mengawetkannya. 

20. Bencana alam adalah segala jenis bencana yang sumber, perilaku, dan faktor 
penyebab atau pengaruhnya berasal dari alam, seperti: banjir, tanah longsor, 
gempa bumi, erupsi gunung berapi, kekeringan, angin ribut dan tsunami. 

21. Komoditas Perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat 
diperdagangkan, disimpan, dan/ atau dipertukarkan. 
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22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 

23. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan 
usaha prasarana danfatau sarana produksi perikanan, pengolahan, dan 
pemasaran hasil perikanan yang berkedudukan di wilayah h ukum Republik 
Indonesia. 

24. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan 
untuk Nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pemasar ikan, berdasarkan 
budaya dan kearifan lokal. 

25. Asuransi Perikanan adalah perjanj ian antara Nelayan da n pembudi daya 
perikanan den gan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam 
pertanggun gan risiko penangkapan ika n a tau Pembu d i Daya Ikan. 

26. Pen 'amin an adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan 
pen'aminan atas pemenuhan kewaj iban finansial Nelayan dan Pem bu i Oaya 
Ik kepada perusahaan pembiaya an dan bank. 

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

Pasal2 

Perlindu gan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Oaya Ikan dilaksanakan 
berdasar an a sas : 
a. keda latan; 
b. kemandir'an; 
c. kebermanfaatan; 
d. kebersamaan; 
e. keterpaduan; 
f. keterbu kaan; 
g. efisien si-berkeadilan; 
h. keberlanjutan ; 
1. keseja teraan; 
J. kearifan lokal; dan 
k. kelesta 'an lingkun ga n h idu p. 

Pa sal3 

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan da n Pem budi Oaya Ikan bertujuan 
untuk: 
a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan 

usaha sesuai kemampuan keuangan daerah; 
b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; 
c. meningkatkan kemampuan, kapasitas dan penguatan kelembagaan dalam 

menjalankan usaha yang mand iri, produktif, maju, modern, dan 
berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; 

d. melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim, serta pencemaran; 
e. fasilitasi bantuan hukum; 
f. mewujudkan kemandirian Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. 
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BABIII 
RUANG LINGKUP 

Pasal4 

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan 
dalam Peraturan Daerah ini meliputi : 
a . perencanaan; 
b. penyelengaraan perlindungan; 
c. penyelengaraan emberdayaan; 
d. pendanaan dan pembiayaan; 
e. pengawasa n ;da n 
f. partisipa si m asyarakat. 

Pasal5 

(1) e l·ndungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan d ila ukan 
terhadap: 
a. Nelayan Kecil; 
b. N layan Tradisional; 
c. Nelayan Buruh; dan 
d. Pembudi Daya Ikan Keci!. 

(2) Sela in ayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), erlindungan dan Pemberdayaan juga diberikan kepa da kelu rga Nelayan 
dan Pembu di Daya Ikan yang m elakukan pengolahan da n pemasara n . 

Pa sal6 

Pembudi Daya Ikan Kec· sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d 
ditentuka n dengan kriteria: 
a. menggunakan teknologi sederhana; d a n 
b. melaku an Pembudidaya a n Ikan dengan luas lahan: 

1. Usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegia tan: 
a) pe ben ih an Ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh pu lu h lima ) hektare; 
b) an pem besaran Ikan paling lua s 2 (dua) hektare. 

2. Usaha Pembu didayaan Ikan air payau untuk kegiatan: 
a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare ; dan 
b) pembesaran Ika n paling lua s 5 (lima) hektare. 

3. Usaha Pem budi Daya Ikan air laut untuk kegiatan: 
a) Pembenihan Ika n p aling lu as 0 ,5 (nol koma lim a ) h ektare;dan 
b) Pemberian Ikan palin g luas 2 (dua) hektare. 

BABIV 
PERENCANAAN 

Pasal 7 

(1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya 
Ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan 
dan akuntabel. 

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan 
berdasarkan pada 
a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan; 
b. potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah; 
c. potensi lahan dan air; 
d. rencana tata ruang wilayah; 
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e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
f. kebutuhan sarana dan prasarana; 
g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan 

dan budaya setempat; 
h. tingkat pertumbuhan ekonom i; dan 
1. jumlah Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. 

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang 
integral dari : 
a. rencana pembangunan Daerah; dan 
b. rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah. 

Pasa1 8 

(1) Pe en canaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksu dalam 
a a l 7 ayat (1 ) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi de gan 
e edoman pada asas dan tuju an Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan 

dan embudi Daya Ikan. 
(2) Keten tuan lebih lanjut tentang penyusunan kebijakan sebaga imana 

di aksu d pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pa sal9 

(1) Stra tegi per indungan dilakukan melalui: 
a. enyed ' aan prasarana dan sarana usaha perikanan; 
b. kemudahan memperoleh sarana usaha penangkapan dan 

pem budidayaan Ikan; 
c. jaminan kepastian u saha perikanan; 
d. j minan risiko penangkapan ikan dan Pembu di Daya Ikan; 
e. jaminan keamanan dan keselama tan; dan 
f. f: silitasi bantuan hu kum. 

(2) Strategi pem berdaya an dila kukan melalui: 
a. pen didikan dan pela tihan; 
b. pendampingan; 
c. kem itraan u sah a; 
d. kemudahan akses ilmu pengetah u an, teknologi, dan informa si; 
e . penguatan kelembagaa n. 

BABV 
PENYELENGARAAN PERLINDUNGAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 10 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan anggaran memfasilitasi 
tersedianya perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang m eliputi : 
a. prasarana usaha perikanan; 
b. sarana usaha perikanan; 
c . Jaminan kepastian usaha; 
d. Jaminan atas risiko Penangkapan Ikan dan Pembudi Daya Ikan; 
e . keamanan dan keselamatan; dan 
f. fasilitasi bantuan hukum. 
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Pasal 11 

(1) Dalam melaksanakan Perlindungan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, 
Pemerintah Daerah dapat bekeIja sarna dengan Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah lain, Pelaku Usaha, Kelembagaan, 
dan I atau pihak lain. 

(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat secara 
mandiri melakukan Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sesuru 
dengan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Prasarana U saha Perikanan 

Pa sal12 

(1) emerintah Daerah sesuai den gan kewenangannya memfasi itasi 
tersediannya sarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 h u rufa. 

(2) Pra sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) meliputi : 
a. ra arana penangkapan ikan u ntuk Nelayan, paling sedikit meliputi: 

1. tempat pelelangan Ikan; 
2 . jalan p ro uksi; 
3 . tern at penyimpanan berpendingin danl atau pembekuan;da n 
4. pasar Ikan. 

b. ra sarana Pembudidayaan Ikan, paling sedikit meliputi: 
1. saluran pengairan; 
2 . jalan produ k si; 
3 . tempat penyimpanan berpendin gin, dan/atau pembekuan; dan 
4 . pasar Ikan. 

(3) Selain menyediakan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Pemerintah Daerah memfasilitasi tersedianya: 
a. kebutuhan bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; 
b. jaringan lis trik dan jarin ga n telekomunika si bagi Nelayan dan Pembudi 

Daya I an. 
(4) Nelayan dan em budi Daya Ikan berkewajiban m emelihara prasarana 

perikanan. 

Bagian Ketiga 
Sarana U saha Perikanan 

Pasal 13 

(1) Pemerintah Daerah sesuai denga n kewenangan dan kemampuan anggaran 
memfasilitasi tersedianya saran a usaha perikanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 huruf b dengan h arga teIjangkau bagi Nelayan dan Pembudi 
Daya Ikan. 

(2) Sarana U saha Perikanan se bagaimana dimaksud pada ayat (I) paling sedikit 
meliputi: 
a. bahan bakar minyak danl atau sumber energi lainnya; 
b. air bersih dan es; 
c. kapal perikanan yang dilengkapi dengan mesin, alat penangkap ikan, 

sarana pendukung penangkapan ikan, dan alat keselamatan pelayaran 
yang sesuai dengan kebutuhan Nelayan dan karakteristik lokasi 
penangkapanikan;dan 

d. sarana produksi budi daya ikan. 
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(3) Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diutamakan berasal dari produksi Daerah. 

Bagian Keempat 
Jaminan Kepastian Usaha 

Pasal14 

(1) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 10 
huruf c, Pemerin ah Daerah sesuai kewenangannya memberikan dukungan 
dalam hal: 
a . men ciptaka n kon disi yang da pat menghasi1kan harga ikan yang 

m en guntungkan bagi Ne1ayan dan Pem budi Daya Ikan; dan 
b. m enjaga kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan 1au t. 

(2) Un t k menciptakan kondisi sebaga imana dimaksud pada ayat (1 ) h u f a 
'1 kan dengan : 

a . mengembangkan pemasaran kom oditas perikanan; 
b. m mberikan jaminan pemasaran ikan me1alui tempat pe1elangan ikan 

yang aman, nyaman dan higienis; dan 
c. m enyediakan informasi harga ikan. 

Bagian Ke1ima 
Jaminan Risiko Penangkapan Ikan 

dan Pembudidayaan Ikan 

Pasa l15 

(1) Jaminan atas Ris·ko diberikan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan 
sebaga imana dimaksud dalam Pasa1 10 huruf d. 

(2) Risi 0 yang dihadapi Ne1ayan d a n Pembu di Daya Ikan sebagaimana 
dimaks d pada ayat (1) m eliputi: 
a. h il g a tau rusaknya sa rana Penangkapan Ikan dan Pem budi Daya Ikan; 

dan 
b . kecela kaan keIja a tau keh ilanga n nyawa bagi Nelayan dan Pembudi Daya 

Ika . 
(3) Penyebab risiko se a gaimana dimaksu d pada ayat (2) meliputi : 

a. bencana alam; 
b. wabah p nyakit Ikan; 
c. dampak perubahan iklim; dan I atau 
d. pencemaran. 

(4) Pemerintah Daerah dalam h al jaminan perlindungan atas risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat m em fasilitasi dan mendorong kepesertaan 
asuransi perikanan. 

(5) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keenam 
Jaminan Keamanan dan Keselamatan 

Pasal16 

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab 
terhadap jaminan keamanan dan keselamatan sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 10 huruf e berupa : 
a. kese1amatan Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan; dan 
b . keamanan bagi Pembudi Daya Ikan. 
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(2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: 
a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam m elakukan 

penangkapanikan;dan 
b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang 

mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara 
cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi. 

Bagian Ketujuh 
Fasilitasi Bantuan Hukum 

Pasal 17 

(1) Pemerinta h Daerah memberikan fasilitasi bantuan hukum sebagaimana 
di ak u d dalam Pasal 10 huruf f bagi Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, 
yang mengalami permasalahan h u kum di Daerah. 

(2) a s i itasi sebagaimana dim aksud pada ayat (1) dapat berupa koor ·nasi, 
kerj sama, dan mediasi. 

(3) D lam hal Nelayan dan/atau Pembudi Daya Ikan menghadapi perma salahan 
hu m pidana, pemberian bantuan hukum berpedoman pada peraturan 
pe n dang-undangan yang mengatur pemberian bantuan hukum bagi 
masyarakat miskin. 

BABVI 
PENYELENGGARAANPEMBERDAYAAN 

Bagian Kesatu 
Um u m 

Pasal 18 

(1) Pemberdayaan Nelayan dilaku kan m elalui: 
a. p n didikan dan pela tiha n; 
b. p ~n pin gan; 
c. kemit aan usaha; 
d. kem u dahan akses ilm u pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan 
e. pengua tan kelembagaan. 

(2) Kegiatan pem berdayaan sebagaim ana yang d imaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan mem perhatikan keterlibatan dan kebutuhan Nelayan dan 
Pembudi Daya Ikan. 

(3) Keterlibatan dan kebutuhan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditujuka n untuk melakukan program pemberdayaan 
kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan guna meningkatkan keterampilan, 
kemampuan dan kreativitas Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam bidang 
usaha mikro kecil dan menengah pengelolaan ikan. 

Bagian Kedua 
Pendidikan dan Pelatihan 

Pasal19 

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a 
antara lain berupa: 
a. Pengembangan program pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan; 
b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan. 
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Pasal20 

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban 
meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan 
melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. 

(2) Badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pen d idikan 
dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Fasilitasi Pendampingan 

Pasa1 2 1 

(1) F s ilitas pendampingan sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 18 aya t (1) 
}- u f b diberIkan kepada Nelayan dan Pembu di Daya Ikan beserta 
k I arganya. 

(2) rian fasilitas pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
be p penempatan pendamping. 

(3) Pe em patan pendamping sebagaim a n a d imaksud pada ayat (2) pa ling sedikit 
1 ( a t ) orang pendamping dalam 1 (satu) kecamatan yan g memiliki potensi 
Peri an 

(4) Pendamping sebagaimana dimak sud pada ayat (3) harus m emiliki 
kom et s ' i e tor Perikanan dan/ a tau Usah a Perikanan. 

(5) Pendamp' n gan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perun dang-u n dangan. 

Bagian Keempat 
Kemitraan Usaha 

Pasa1 22 

(1) Pem i tah Daerah sesu ai dengan kewenangannya memfasilitasi kemitraan 
Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 aya t (1) huruf c. 

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d apa t dilakuka n dalam: 
a. pra roduksi; 
b. prod ksi; 
c. pascaprod ksi; 
d. pengolahan; 
e. pemasaran; dan 
f. pengembangan. 

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada aya t (2) h arus dimuat dalam 
perjanjian tertulis. 

Bagian Kelima 
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inform asi 

Pasal23 

(1) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal18 ayat (1) huruf d diberikan guna mendukung Usaha 
Perikanan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dan/ atau memaksimalkan hasil 
penangkapan ikan. 

(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada aya t (1) meliputi: 
a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
b . keIja sama alih teknologi; dan 
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c. fasilitasi bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk mengakses ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan informasi, paling sedikit memuat tentang: 
1. potensi sumber daya ikan; 
2. potensi lahan dan air; 
3. sarana produksi; 
4. ketersediaan bahan baku; 
5. wabah penyakit ikan; 
6. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan 

Bagian Keenam 
Kegiatan Kelembagaan 

Pasal24 

(1) e binaan dilakukan untuk pengua tan Kelembagaan Nelayan dan Pe budi 
aya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e yang telah 

t rb ntuk. 
(2) D I hal Kelembagaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada aya t ( ) belum 

terben t k, Pemerintah Daerah mendorong dan memfa silitasi terbe tuknya 
Kelem bagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. 

(3) Pen gembangan dan pem bentukan Kelembagaan Nelayan dan Pemb di Daya 
Ika ilaksanakan dengan mem p ertimbangkan perpaduan dari budaya, 
norma, ni a ' , po ensi, dan kearifan lokal. 

Pa sa l 25 

(1) Kel m bagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimak ud dalam 
Pas 24 dapat berbentu k: 
a. Kelompok elayan; 
b. kelompok u saha bersama; 
c. kelom ok elestari dan pen gawa s sum ber daya kelautan da Perikanan; 

d n j atau 
d. kelomp ok Pem budi Daya Ikan. 
e. Kelom pok pengolah da n pemasa r ikan skala m ikro. 

(2) Kelembagaan elayan yang dimiliki oleh Nelayan dan Pembu di Daya Ikan 
sebagaimana dim a ksud pa da ayat (1) dapat m emben tuk: 
a. gabungan; 
b. asosiasi; 
c. koperasi; atau 
d. badan usaha. 

(3) Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Perikanan sebagaimana pada ayat 
(1) dan ayat (2) berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, dan tukar 
menukar informasi untuk menyelesa ikan masalah dalam melakukan Usaha 
Perikanan. 

(4) Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) bertugas: 
a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam 

mengembangkan Usaha Perikanan yang berkelanjutan; 
b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam 

mengembangkan kemitraan usaha; 
c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan 
d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam 

U saha Perikanan. 
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BAB VII 
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN 

Bagian Kesatu 
Pendanaan 

Pasal26 

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan 
Pembudi Daya Ikan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 
dan/ atau dana lai y Y g s sesu ' dengan ketent p a turan perundang­
undangan. 

Bagian Kedua 
Pem biayaan 

Pa sal 27 

(1) em rintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi b tuan 
pem biayaan bagi Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan termasu eluarga 
N layan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan 
pe a sa ran. 

(2) Fasilitasi pe biayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ilakukan 
den gan: 
a. mem fasi itasi ne ayan dan pembudidaya ikan endapatkan 

InJaman mo a dengan bun ga rendah ke ada Keme terian yang 
'dan . ke a tan dan perikanan; 

b. e an aatan dana tanggungjawa b sosial perusahaan se a ana program 
an bina lingkungan. 

BAB VIII 
PARTISIPASI MASYARAKAT 

Pasal28 

(1) Masyarakat da pa t berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlin dungan dan 
Pemberdayaan Ne ayan dan Pembudi Daya Ikan. 

(2) Peran s r ta masyarakat sebagaimana d imaksu d pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara perseorangan dan/ atau berkelompok. 

(3) Ketentuan Ie ih lanjut mengenai peran serta m asyarakat dalam 
Perlindungan dan Pemberdayaa n Nelayan dan Pembudi Daya Ikan diatur 
dalam Peraturan Bupa i. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa129 

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan 
paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 
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Pasa130 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TA IKMALAYA TAHUN 2023 NOM R 6 

NOREG ERA URAN DAE H KA UPA EN TA IK A AYA PROVINSI JAWA 
BARAT: (6/202 / 2023). 



II . UMUM 

14 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR TAHUN 2023 

TENTANG 

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN 
DAN PEMBUDI DAYA lKAN 

u m ber daya alam yang terdapa t di Daerah merupakan sumber aya alam 
s tra tegis yang berhak d ike lola oleh unsur pemerintah daerah dan m a syarakat 
d i Da erah. Sumber daya alam terse but merupakan sumberdaya ala yang 
m en guasai hajat hidup orang banya k dan mempunyai peranan penting dalam 
p erek n omian di Daerah, sehin gga pengelolaannya h arus dapa t secara 
m a ksimal dinikma ti oleh seluruh m a syarakat di Daerah. 

Sistem pengelolaan Perikanan sangat bergantung kepada sumberdaya ikan 
yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Pada 
Pem bu di Daya Ika n masalah krusial yang dihadapi sektor bud i aya ikan 
terutam a pada jaminan bebas penyakit , bebas cemaran, ketersed ian pakan 
yang terja n gkau, ketersediaan bibit, dan a kses permodalan. Usahanya sangat 
rentan terhadap perubahan iklim , konflik pemanfaatan pesisir, perubahan 
musim , kualitas lingkungan, perubah an kebijakan pasar dan harga , kualitas, 
teknologi. Ata s dasar permsalahan yang dihadapi oleh Nelayan , Pembudi 
Daya Ikan m aka diperlukan upaya untuk m elindu n gi dan mem berdayakan 
Nelayan , Pembudi Daya Ikan . 

Nelayan sebagai subj ek utama dala m pem anfaatan dan pen gelolaan sumber 
daya p erikana n dan kelautan merupakan jenis pekerja an yang berbahaya 
diband ingkan dengan j enis pekerjaan lainnya seh ingga p erl mendapat 
perhafan dan perlindungan dari Negara (pem erintah ). Nelayan sebagai pihak 
yang berkontribu s i dalam penyedia produk h ayati perikan an dan kelautan, 
baik untuk kebutuhan konsumsi m aupun indu stri pengola h a n maka sudah 
sepatutnya n egara (pem erintah) memberika n iklim yang kon d usif dan insentif 
yang baik agar dapat meningkatkan produksi dan produ k tivitasnya. Sehingga 
nelayan dan pembudi daya ikan di Daerah dapa t diberberdayakan dan 
mendapat Perlindungan. 

Selain disebabkan oleh persoalan risiko pekerjaan, Perlindungan juga 
didasarkan pada pertimbangan bahwa sumberdaya alam di Daerah dan 
ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan 
masyarakat di Daerah secara luas. Oleh karena itu perlu dikelola dan 
dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan 
masyarakat di Daerah pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, 
baik mas a kini maupun mas a depan. 

Pendekatan Perlindungan dan Pemberdayaan harus dituangkan sebaik 
mungkin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya 
adalah Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai 
Perlindun gan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan di Daerah 
Penyusunan kebijakan peraturan tidak terlepas dari ruang lingkup 
kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada 
Pemerintah Daerah untuk mengatur mengenal Perlindungan, dan 
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Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Landasan yuridis adalah 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan 
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya perikanan dan Petarnbak Gararn. 

III. PASAL DEMI PASAL 
Pasall 

Pasa12 
Cukup jelas. 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah 
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 
Pembudi Daya Ika n , dan Petam bak Gararn harus d ilaksanakan 
dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan, Pem budi Daya 
Ikan, dan Petarnba k Gararn yang memiliki hak u ntuk 
m en gembangkan diri. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan "asas kemandirian " adalah 
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan elayan, 
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Gararn harus d ila k sanakan 
secara independen dengan mengutarnakan kem arnpuan 
sumber daya dalam n egeri. 

Hurufc 
Yang dimaksud denga n "asas kebermanfaata n" adalah 
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 
Pembudi Daya Ikan, dan Petarnbak Gararn h arus ertujuan 
m emberikan manfaat yang sebesar-besarn a bagi 
kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat . 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah 
penyelen ggaraan Perlindungan dan Pemberdayaa n Nelayan, 
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam h a rus dilaksanakan 
secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, Pelaku U saha , dan masyaraka t. 

Hu ruf e 
Yang dimaksud dengan "a sas keterpa du an" adalah 
p enyelengga raan Perlindunga n d a n Pem berdayaan Nelayan, 
Pembudi Daya Ikan, dan Petarnbak Garam harus 
menyerasikan berba gai kepentingan yan g bersifat lintas sektor, 
linta s wilayah, da n lintas pemangku kepentingan. 

Huruff 
Yang dimaksu d dengan "asas keterbukaan" adalah 
penyelenggaraan Perlin dungan dan Pemberdayaan Nelayan, 
Pembudi Daya Ikan, dan Petarnbak Gararn harus dilaksanakan 
dengan memperhatikan aspirasi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, 
dan Petarnbak Gararn serta pemangku kepentingan lainnya 
yang didukung den gan pelayanan informasi yang dapat diakses 
oleh masyarakat. 

Hurufg 
Yang dimaksud dengan "asas efisiensi-berkeadilan" adalah 
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 
Pembudi Daya Ikan, dan Petarnbak Gararn harus memberikan 
peluang dan kesempatan yang sarna secara proporsionaI 
terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya. 
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Hurufh 

Pas 3 

Pasa1 4 

Pasal 5 

Pasal6 

Pasa17 

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah 
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan 
secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin 
peningkatan kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan 
Petambak Garam. 

Hurufi 

Hurufj 

Yang d imaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah 
penyelenggaraan Perlindu ngan dan Pem berdayaan Nelayan, 
Pembudi Daya Ika n , dan Petambak Garam h a rus dilakukan 
guna mencapa i kesejahtera a n bagi Nelayan, Pem budi Daya 
Ikan, dan Petambak Garam. 

Yang dimaksud den gan "asas kearifan loka!" a dalah 
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus 
mempertimba ngkan karakteristik s osial, ekonomi, da n budaya 
serta nilai-nilai luhu r yang berlaku dalam ta ta kehidupan 
masyarakat setempa t . 

Hurufk 
Yang dimaksu d dengan "asas kelestarian fungsi lin gkungan 
hidup" adalah penyelenggaraan Perlindu n ga n dan 
Pemberd ayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan etambak 
Garam harus m enggunakan sarana dan prasarana , tata cara, 
dan teknologi yang tidak m engganggu fungsi Ii gkungan 
h idup, baik secara biologis , mekanis, m aupun kim iawi. 

Cukup jelas. 

Cuku p jelas. 

Aya t (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cu kup jelas. 

Huruf a 
Yang dima ksud dengan "teknologi sederh ana" adalah teknologi 
Pembudidayaan Ikan dengan cara , antara lain, menggunakan 
pakan alami dan padat tebar rendah. 

Hurufb 
Cukup jelas. 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Hurufa 

Cukup jelas. 
Hurufb 

Yang dimaksud dengan "Ikan" adalah segala jenis 
organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus 
hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Jenis 
Ikan melipu ti: 



Pasal8 

Pasal9 
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a. Ikan bersirip (pisces); 
b. udang, raj ungan , kepiting, dan sebangsanya 

(crustacea); 
c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan 

se bangsanya (mollusca); 
d. ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterata); 
e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya 

(echinodermata) ; 
f. kodok dan sebangsanya (amphibia); 
g . buaya, penyu, kura-kura, biawa k , ular air, dan 

sebangsanya (reptilia); h. paus, lumba-Iumba, pesut, 
duyung, dan sebangsanya (mamm alia); 

h. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan la in yang 
hidupnya di dalam air (algae); dan 

i. biota perairan lainnya yang berkaitan den an jenis­
jenis di ata s semuanya termasuk bagian-bagiannya. 

Hurufc 
Yang dimaksud dengan "potensi lahan" adalah 
lahanjarea yang dapat digunakan untuk kegiatan 
Pembudidayaa n Ikan dan Usaha Pergarama secara 
optimal. 

Hurufd 
Cukup jelas. 

Huruf e 
CUkup j elas. 

Hu ruff 
CUkup jelas. 

Hurufg 
Cu kup jelas. 

Huruf h 
Cu kup jelas. 

Hurufi 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jela s. 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (1) 
Hurufa 

CUkupjelas 
Hurufb 

CUkupjelas 
Hurufc 

Cukupjelas 
Hurufd 

Yang dimaksud dengan jaminan ris iko penangkapan 
ikan adalah manajemen atau m itigasi terjadinya risiko. 

Hurufe 
CUkupjelas 

Huruff 
CUkupjelas 
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Ayat (2) 
Cukupjelas 

Pasal10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) , 

Cukup jelas 
Pasal12 

Ayat (1 ) 
Cu kup jelas. 

Ayat (2) 
Hurufa 

Cukup jelas. 
Hurufb 

Angka 1 
Cukup jelas. 

Angka 2 
Yang dimaksud dengan "jalan produksi" adalah 
jalan yang menghubungka n an tara lahan 
Pembudi Daya Ikan dan jalan umum. 

Angka 3 
Cekupjelas 

Angka 4 
Cekup j elas 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Aya t (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Aya t (1) 

Cukup jelas. 
Aya t (2) 

Hurufa 
Yang dimaksud dengan "sumber en ergi lainnya" adalah 
sumber energi baru dan terbarukan, antara lain, energi 
angin, sinar matahari, dan samudera . 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Hurufc 
Cukup jelas . 

Hurufd 
Yang termasuk sarana produksi budidaya ikan adalah 
pakan, obat, benih,induk, pompa air dan alat pengolah 
lain. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal14 
Ayat (1) 

Hurufa 
Salahsatu upaya penciptaan kondisi yang menghasilkan 
harga Ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan 
Pembudi Daya Ikan dapat dilakukan melalui penetapan 
Harga Pembelian Pemerintah untuk Ikan. 



Hurufb 
Cukup je1as. 

Ayat (2) 
Cukup je1as. 

Pasal15 
Ayat (1) 

Cukup je1as. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Hurufa 
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Bencana alam antara lain tsunami dan gunung 
meletus. 

Hurufb 
Cukup je1as. 

Hurufc 
Cukup je1as. 

Hurufd 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Pasal 16 

Cukup jelas. 
yat (5) 

Cukup j elas. 

Ayat (1) 
Cu kup je1a s . 

Ayat (2) 
Cukup j e1a s. 

Pas 17 
Ayat (1) 

Cu kup jelas. 
Aya t (2) 

Cukup jela s . 
Ayat (3) 

Cukup je1as. 
Pasal18 

Ayat (1 ) 
Cukup jelas . 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup je1as. 

Pasal 19 
Hurufa 

Termasuk dalam pelatihan, antara lain, berupa pe1atihan 
navigasi berlayar. 

Hurufb 
Salah satu bentuk pengembangan pe1atihan kewirausahaan 
merupakan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan 
agar dapat tercipta usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi 
dan berdaya saing tinggi melalui inkubator wirausaha. 
Inkubator wirausaha merupakan lembaga intermediasi yang 
dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku 
Usaha, danjatau masyarakat agar Ne1ayan, Pembudi Daya 



20 

Ikan termasuk rumah tangga pengolah dan pemasar dapat 
mengembangkan Komoditas Perikanan. 

Pasa120 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasa121 

Ayat (1) 
CUkup j elas. 

Ayat (2) 
Cukup j elas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasa1 22 
Ayat (1) 

CUkup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jela s . 
Ayat (3 ) 

Cukup jelas. 
Pas 23 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
CUkup j elas. 

Pasa1 24 
Ayat (1) 

Cukup jela s. 
Aya t (2) 

Cu kup jelas. 
Aya t (3) 

Cukup jelas. 
Pasa125 

Ayat (1) 
CUkup jela s. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasa126 
Cukup jelas. 

Pasa127 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 



21 

Pasa128 
Ayat (1) 

CUlrup jelas. 
Ayat (2) 

CUlrup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Pasa129 

Cukup j elas. 
Pasa130 

CUlrup jelas. 

TAM AHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR ~ 


